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Abstract 
 
Public services have been experiencing some problems. Licensing service still has many problems such as intransparent cost of  
licensing management, frustrating service complication, unknown period of time needed for a service. East Java Province accepted 
complains about public service problems among the other provinces in 2011. So Government carried on increasing the quality of 
service. In result, East Java province acquired best public service reward during 2012 for UPT Pelayanan Perizinan Terpadu. The 
purposes of this study are examining and analyzing quality of investment licensing service using Tangible dimension, Responsiveness 
dimension, Reliability dimension, Empathy dimension and Assurance dimension.  And then, looking for relevancy of service quality 

evaluation by mean of those dimensions with investment value which has came into East Java. The Method used in this study is 
qualitative method with descriptive type. This study result shows quality licensing of investment in UPT Pelayanan Perizinan 
Terpadu is good enough, although there are still staff lacking, limited parking lot and information deficiency for licensing applicant. 

Those improvements of licensing servis quality are influencing to investment value which has come into East Java. 
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Pendahuluan 

Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan era 

reformasi yang dimulai tahun 1998. Kata Reformasi 

sendiri berasal dari istilah latin yakni Formare yang 

berarti membentuk. Jadi sesuai asalnya reformasi 

memiliki beberapa pengertian. Pertama, Reformasi 

merupakan suatu perubahan menuju arah yang lebih 

baik. Kedua, koreksi dari kesalahan, penyimpangan, 

atau pelanggaran. Ketiga, suatu tindakan untuk 

revolusioner. Sementara itu Birokrasi sebagai 
keseluruhan organisasi pemerintahan dan lembaga non 

departemen baik di pusat maupun di daerah. Dengan 

demikian, reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha 

untuk merubah dan membenahi suatu organisasi 

pemerintah yang menjalankan tugas – tugas Negara 

dalam hal ini pelayanan publik untuk menjadi sesuatu 

yang lebih baik lagi. (Akhmaddhian, 2002:464-478) 

Reformasi perlu dilaksanakan dalam birokrasi 

publik karena bahwa pemerintah khususnya 

pemerintah daerah harus semakin terbuka dalam 

hubungannya dengan kepentingan masyarakat. dengan 
kata lain Birokrasi pemerintah daerah dapat menjadi 

lebih fleksibel sehingga lebih mudah menyesuaikan 

diri dengan perkembangan keadaan. Dengan adanya 

reformasi sektor publik diharapkan dapat mendorong 

terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, 

memperbaiki kinerja dan memperbaiki praktek 

administrasi yang tidak sehat dalam hal ini untuk dapat 

mewujudkan praktik Good Governance. 

Dalam mengembangkan praktik good 

governance, pelayanan publik lah yang menjadi titik 

strategis permulaan pengembangan good governance. 

Pelayanan publik selama ini menjadi ranah pemerintah 

untuk berinteraksi dengan lembaga – lembaga non 

pemerintah. Jadi dalam hal ini, pemerintah dan 

warganya dapat berinteraksi secara intensif. Interaksi 

antara pemerintah dan warga dapat terjadi dalam hal 

pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. 

Namun pelayanan publik yang diselenggarakan 

pemerintah selama ini dianggap masih buruk dan 

kurang efisien, prosesnya lama dan bertele – tele. 

Pelayanan yang lambat membuat warga menganggap 

wajar terhadap praktik pungutan liar dan merasa lega 
karena proses pelayanan dapat segera selesei, dengan 

adanya praktik pelayanan publik yang lebih baik 

diharapkan toleransi terhadap sikap pemerintah yang 

mendukung adanya pungutan liar dapat dihentikan. 

Praktik pelayanan publik di Indonesia yang masih 

penuh dengan ketidakpastian waktu, biaya dan cara 

pelayanannya, akibatnya banyak warga yang tidak 

sanggup mengurus pelayanan secara langsung dan 

wajar serta lebih suka menggunakan biro jasa. Masalah 

– masalah tersebut sangat bertolak belakang dengan 

Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang 
pelayanan publik, bersadarkan undang – undang 

didalamnya berisi tentang asas – asas pelayanan publik 

salah satu tentang adanya kepastian waktu, 

kesederhanaan, menyangkut kecepatan, kemudahan, 

dan keterjangkauan. Bertolak belakang juga dengan 

asas – asas pelayanan publik didalam Keputusan 

Menpan Nomor 63 tahun 2003 tersebut yakni ada asas 

transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, 

kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. 

Dan tidak sejalan dengan hakekat pelayanan publik 

sendiri yakni pemberian pelayanan prima kepada 
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masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur pemerintah sebagai abdi Negara. 

Pelayanan publik yang berkualitas dapat 

menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat suatu 

organisasi pemerintah sudah melaksanakan reformasi 

birokrasi apa belum. Jadi, Masalah rendahnya kualitas 

pelayanan publik yang diberikan dapat ditandai dengan 

beberapa ciri. Pertama, tidak transparansinya biaya 

dalam pengurusan perizinan. Kedua, berbelit – belitnya 

pelayanan yang tidak jarang membuat frustasi 
masyarakat. ketiga, waktu pelayanan yang tidak jelas, 

sehingga masyarakat tidak dapat memprediksi kapan 

dapat selesei. (Hardiyansyah, 2011:3) 

Rendahnya mutu pelayanan publik yang 

diberikan pemerintah, baik aparatur pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dikarenakan pelayanan 

lebih didasarkan pada peraturan yang sangat kaku dan 

tidak fleksibel, sehingga peningkatan inovasi dan 

kreasi dalam memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat masih kurang. Dalam survei yang 

dilakukan oleh Center for population policy center, 
Universitas Gajah Mada terhadap pelayanan publik, 

bahwa 80% aparatur dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat selalu mengacu pada peraturan dan 

cenderung kaku. Sementara hanya 16 % yang mengacu 

pada kepuasan masyarakat. keadaan tersebut yang 

membuat masyarakat sebagai pengguna pelayanan 

publik merasa tidak terpuaskan, sehingga masyarakat 

enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan 

dengan birokrasi pemerintah.(LP Sinambela, 2011:118) 

Laporan masyarakat terkait pelayanan publik 

yang kurang baik atau kurang berkualitas dapat 

disampaikan kepada lembaga pengawasan eksternal 
yang independen yakni Ombudsman RI, menurut data 

yang diperoleh dapat dilihat berdasarkan asal daerah 

pelapor jumlah yang diterima Ombudsman tahun 2011 

jumlah pengaduan masyarakat mengenai keluhan 

pelayanan publik tersebut yakni paling banyak adalah 

warga yang berasal dari Provinsi Jawa Timur yakni 

hampir seper lima dari total jumlah keseluruahn yaitu 

sebesar 19,07 %. Jawa Timur menjadi urutan pertama 

yang banyak dikeluhkan masyarakat. urutan yang ke 

dua yakni DKI Jakarta sebesar 14,25 %. Papua barat 

menjadi provinsi yang tidak ada keluhan sama sekali 
yakni 0%. Mungkin hasil dari data yang saya peroleh 

diatas terjadinya ketimpangan hasil pengaduan yang 

diperoleh dikarenakan adanya akses yang diperoleh 

masyarakat yang cenderung mudah dan sulit. (Laporan 

Tahunan Ombudsman RI, 2011) 

Masalah lain yang sering dikeluhkan 

masyarakat adalah kaitannya dengan kelambatan atau 

penundaan pelayanan oleh penyelenggara Negara 

dalam hal perizinan yang tak kunjung dikeluarkan oleh 

pihak penyedia pelayanan di daerah. Permasalahan 

tersebut dapat dilihat dari jumlah laporan masyarakat 

yang diterima Ombudsman berdasarkan substansi 
maladministrasi. Substansi penundaan berlarut 

mencapai 784 laporan dari seluruh laporan masyarakat, 

diikuti oleh substanasi penyalahgunaan wewenang 

sebesar 328 laporan, penyimpangan prosedur 162 

laporan, sisanya substansi yang lain. Laporan – laporan 

masyarakat tersebut menunjukkan adanya kekurangan 

dari pemerintah dalam menyediakan pelayanan. 

(Laporan Tahunan Ombudsman RI, 2011) 

Dalam menyediakan pelayanan perizinan 

yang banyak dikeluhkan masyarakat, membuat banyak 

kabupaten atau kota yang berusaha meningkatkan 

kualitas pelayanannya dengan mengembangkan unit 

pelayanan terpadu atau mendelegasikan pada 

kecamatan sehingga proses perizinan lebih cepat dan 
mudah. Meskipun peningkatan kualitas pelayanan 

sudah ditingkatkan, masih banyak masalah yang ada 

dalam pelayanan perizinan yakni adanya ketidak 

pastian pelayanan baik dalam hal biaya, waktu dan 

prosedur pelayanan sehingga masih banyak dijumpai 

praktik pungutan liar dan diskriminasi pelayanan. 

Diskriminasi pelayanan tersebut terjadi karena ada 

faktor pertemanan, afiliasi politik maupun etnis 

disamping itu masih ada birokrasi yang melakukan 

pemerasan kepada warga. 

Provinsi Jawa Timur menerima pengaduan 
masalah pelayanan publik paling banyak diantara 

daerah lain pada tahun 2011, jadi pemerintah 

mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan 

khususnya pelayanan perizinan juga. Hasilnya, pada 

tanggal 28 maret 2013 Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) 

memberikan Penghargaan kepada Provinsi Jawa Timur 

yang telah memberikan pelayanan publik terbaik 

sepanjang tahun 2012. 

Dapat disimpulkan ada beberapa 

permasalahan yang menjadi terkendalanya proses 

pelayanan publik pelayanan perizinan termasuk 
Investasi yang dapat mempengaruhi iklim usaha yaitu 

pertama, Faktor Prosedur perizinan usaha yang 

panjang dan membutuhkan banyak biaya. Dapat dilihat 

dari tabel sebelumnya bahwa Indonesia merupakan 

Negara yang pelayanan publiknya paling tidak efektif 

dan efisien. Kedua, faktor rendahnya kepastian hukum, 
Belum adanya dasar hukum bagi penyelenggara 

administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas 

dan kewenangannya, Lemahnya penegakkan hukum 

yang terkait dengan pengadilan KKN, pengadilan 

Niaga, pengadilan Tata Usaha Negara, Banyaknya 
tumpang tindih peraturan dan kebijakan antar pusat dan 

daerah, daerah dengan daerah, dan antar sektor, Belum 

mantapnya pengaturan kewenangan antar instansi 

Pemerintah dan beragamnya kebijakan pelayanan 

usaha dan investasi pada instansi Pemerintah di Pusat 

dan daerah. Ketiga, faktor dari kualitas Sumber Daya 

Manusia dan terbatasnya infrastruktur, kurang 

bergairahnya iklim usaha di bidang investasi 

disebabkan oleh keterbatasan daya saing produksi dan 

kapasitas dari sistem dan jaringan infra struktur yang 

sebagaian besar dalam keadaan rusak akibat krisis. 

Pengembangan manufaktur yang belum berbasis pada 
kemampuan penguasaan teknologi dan masih relatif 

rendahnya SDM tenaga kerja. Kualitas Sumber Daya 

Manusia yang rendah dapat ditunjukkan dengan adanya 

praktik calo yang dilakukan oleh pegawai institusi 
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penyelenggara pelayanan. Dan terakhir adanya faktor 

lain yaitu kendala dari pelayanan perizinan sendiri 

timbul karena adanya peraturan – peraturan daerah 

yang menghambat Investasi yaitu sebesar 368 

peraturan daerah. 

Ada beberapa faktor yang menjadi masalah 

dalam melakukan bisnis di Indonesia, yang paling 

banyak adalah faktor korupsi yang memang sedang 
merajalela di Indonesia, dengan nilai 29%. Kedua, 

mengenai Birokrasi pemerintahan yang tidak efisien 

sebesar 23% dalam hal ini biasanya menyangkut 

pengurusan ijin yang terlalu lama dan tidak efisien. 

Ketiga, mengenai akses pembiayaan yaitu sebesar 

12%.(The Indonesia Competitiveness Report 2011, 

World Economic Forum) 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini adalah 

bertujuan menganilisis kualitas pelayanan perizinan 

dalam hal ini perizinan investasi di UPT Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan mengetahui bagaimana 
perbaikan kualitas pelayanan perizinan tersebut dapat 

meningkatkan nilai investasi Provinsi Jawa Timur. 
Penentuan sumber data pada orang – orang 

yang dipilih dilakukan secara Purposive yaitu dipilih 

dengan mempertimbangkan dan dengan tujuan tertentu. 

Selanjutnya menggunakan teknik Accidental yaitu 

Informan diperoleh berdasarkan informasi dan 
pengamatan tanpa disengaja. 

 

Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi 

Menurut Goetsch dan Davis dalam Fandy 

Tjiptono & Anastasia Diana, kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan. Kualitas mengandung 

pengertian akan kesesuaian dengan persyaratan atau 

tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan yang 

berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan pelanggan awal 
dan setiap saat, bebas dari kerusakan, dan sesuatu yang 

biasa membahagiakan pelanggan. (dalam Fandy 

Tjiptono dan Anastasia Diana, 2001:4) Menurut Kotler 

definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk 

fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. 

Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat 
terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya 

transaksi (Sedarmayanti, 2009:252). Oleh Gaspersz 

dan Sampara Lukman, Kualitas pelayanan mengacu 

kepada pengertian yaitu kualitas terdiri dari sejumlah 

keistimewaan produk, baik langsung maupun atraktif 

yang dapat memenuhi keinginan pelanggan dan dapat 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. 

Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas 

kekurangan dan kerusakan (LP Sinambela, 2011:6). 

Beberapa prinsip dalam penilaian kualitas 

pelayanan jasa yang digunakan oleh pengguna 

pelayanan dapat diidentifikasikan menjadi lima 

kelompok karakateristik menurut Zeitham, Berry dan 

Parasuraman yaitu 1.Bukti langsung (Tangibles). 

Meliputi Fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 2.Kehandalan (Reliability). 

Merupakan kemampuan dalam memberikan pelayanan 
yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 3.Daya 

tanggap (Responsiveness) Yaitu keinginan para staff 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 4.Jaminan (assurance). 

Mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat yang 

dapat dipercaya, dan bebas dari bahaya resiko. 

5.Empati (Emphaty). Meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan komunikasi yang bagus, dan 

memahami kebutuhan para pelanggan.( dalam Fandy 

Tjiptono dan Anastasia Diana, 2001:27) 

Izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan 
dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan 

dalam ketentuan – ketentuan yang disangkutkan 

dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas – 

batas tertentu bagi tiap kasus (Philipus M Hadjon, 

1993:3). Pelayanan Perizinan atau pelayanan 

administrasi pemerintah dapat didefinisikan sebagai 

segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya 

menjadi tanggung jawab dan pelaksanaannya 

dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah di 

pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah, baik 
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

atau dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang bentuk pelayanannya 

adalah ijin atau warkat (Ratminto dan Atik Septi, 

2005:5).  

Investasi berasal dari kata Invest yang berarti 

menanam atau menginvestasikan uang atau modal. 

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan 

istilah yang banyak dikenal dalam kegiatan bisnis dan 

bahasa perundang – undangan. Investasi merupakan 

istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan 

istilah penanaman modal digunakan dalam perundang 
– undangan. Secara umum investasi atau penanaman 

modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan baik orang atau pribadi (natural person) 

maupun badan hukum (Juridial person) dalam upaya 

peningkatan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang 

tunai, peralatan, asset tidak bergerak, hak atas 

kekayaan intelektual maupun keahlian 

(Rokhmatussa’dyah & Suratman, 2009:3). 

Keberhasilan dan kesinambungan investasi, 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor Yaitu 1.Modal 

Fisik (Physical Capital) merupakan modal yang berupa 
materi yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

investasi atau usaha secara berkelanjutan ke masa 

depan. Modal fisik atau materi ini terdiri atas dana, 

untuk diinvestasikan menjadi faktor produksi seperti 

mesin, tanah, bangunan, bahan baku, untuk diolah dan 

pasar yang tumbuh pesat untuk dilayani. 2.Modal 

Organisasi (Organizational Capital) merupakan 
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kemampuan untuk membentuk, menyusun struktur dan 

mengembangkan sistem organisasi yang tepat, 

sehingga efektif, antisipatif dan produktif dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan dalam kaitannya 

dengan pengembangan investasi kedepannya. 3.Modal 

Kekuatan (Power Capital) merupakan kekuatan dan 

ketangguhan yang dimiliki untuk dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. Kekuatan dan ketangguhan ini 

dapat menyangkut dalam hal legalitas, modal, 

teknologi, penguasaan pasar, penelitian dan 
pengembangan investasi, serta tangguh secara moral. 

Bagi pemerintah modal kekuatan disini adalah legalitas 

kekuasaan berdasarkan peraturan perundang – 

undangan, untuk mengelola dan mengatur kekayaan 

Negara secara efisien  dan efektif agar dapat 

memberikan pelayanan yang berkualitas prima melalui 

berbagai macam investasi publik yang dilakukannya. 

4.Modal Inteletual (Intelectual Capital) merupakan 

kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

dengan cara terhormat dan santun yang berasal dari 

pengetahuan dan kearifan untuk bersikap kritis, kreatif 
dan inovatif dalam menghadapi berbagai masalah. Bagi 

pemerintah merupakan kecerdasan dalam 

melaksanakan pelayanan publik yang prima secara 

efisien dan efektif. 5.Modal Sosial Budaya (Socio 

Cultural Capital) merupakan kekuatan yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan yang merupakan sistem nilai 

yang membentuk pola pemahaman, perilaku dan 

persepsi anggota masyarakat mengenai sesuatu. Modal 

sosial budaya dapat berbentuk kesamaan perasaan, 

semangat kebersamaan, rasa persahabatan, saling 

percaya dan tenggang rasa, diantara anggota 

masyarakat (Henry Faizal, 2009:74).  
Indonesia merupakan tempat yang memiliki 

potensi sangat besar untuk melakukan kegiatan 

investasi, namun ada beberapa kelemahan yang 

menjadi kendala dalam menarik investasi ( khususnya 

investasi asing) yaitu Kurangnya ketrampilan tenaga 

kerja yang ada, Birokrasi yang kadang – kadang terlalu 

panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan 

operasional, Stabilitas keamanan yang kurang stabil, 

Kebijakan yang sering kali berubah – ubah, Kurang 

adanya kepastian hukum, Mekanisme penyelesaian 

sengketa yang kurang credible sehingga kurang 
menguntungkan investor, Kurang adanya transparansi 

dan lain – lain. Untuk itu ada beberapa langkah yang 

sudah, sedang dan akan ditempuh dalam menciptakan 

iklim investasi yaitu  Menyederhanakan proses dan tata 

cara perizinan dan persetujuan dalam langkah 

menanamkan modal, Membuka luas bidang – bidang 

yang semula tertutup atau dibatasi terhadap modal 

asing, Memberikan berbagai insentif, baik pajak 

maupun nonpajak, Mengembangkan kawasan – 

kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai 

kemudahan, Menyempurnakan berbagai produk hukum 

dengan mengeluarkan perundang undangan baru yang 
menjamin iklim sehat investasi, Menyempurnakan 

proses hukum dan penyelesaian sengketa secara adil 

dan efektif, Menyempurnakan tugas, fungsi dan 

wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik lagi, Membuka 

kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih lebih 

besar dan lain – lain. (Rokhmatussa’dyah & Suratman, 

2009:56). 

 

Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di UPT 

Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi dalam 

Meningkatkan Investasi di Jawa Timur 

Ada lima dimensi yang digunakan dalam 

mengukur kualitas pelayanan di penelitian ini, hasil 
pengukuran kualitas pelayanan perizinan investasi di 

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut yaitu 

Dimensi Tangibel, Reliability, Responsiveness, 

Assurance dan Emphaty. 

Dimensi Tangible atau berwujud menilai 

adanya jumlah fasilitas fisik sarana dan prasarana yang 

sudah tercukupi, kondisi fasilitas sarana dan prasarana 

tersebut, kejelasan prosedur pelayanan, dan kecukupan 

jumlah personil petugas atau staff. Untuk jumlah 

Fasilitas fisik, sarana dan prasarana sudah tercukupi 

dapat dilihat dari sarana ada ruang informasi yang 
terletak dibagian depan satu ruang dengan ruang tamu 

yang dijaga oleh 2 petugas informasi, loket pendaftaran 

dan loket penyerahan sudah cukup ada 3 loket untuk 

loket pendaftaran dan 2 loket untuk loket penyerahan, 

tersedia loket layanan khusus ibu hamil dan lansia 

sendiri. Di dalam Gedung ada Bank Jatim yang 

digunakan untuk pembayaran retribusi, ada klinik 

kesehatan, ruang rapat, ruang tamu dan ruang tunggu 

yang cukup luas dan ruang lain yang dilengkapi AC 

sebanyak 50 buah yang semua masih bisa digunakan 

kecuali pada musim hujan biasanya ada beberapa yang 

dimatikan. Untuk konsultasi masalah investasi dan 
penanaman modal biasanya disediakan ruangan yang 

berada disamping loket pembayaran dan loket 

penyerahan. Di Luar Gedung ada Ruang Genset, 

Musholla yang lumayan besar dan Toilet yang bersih. 

Area parkir di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu ada 

dua tempat didalam halaman dan di luar halaman, 

untuk parkir dalam digunakan untuk kendaraan 

pegawai atau staff, sedangkan diluar untuk pengguna 

atau pemohon dirasa letaknya kurang strategis karena 

berada dipinggir jalan raya. Untuk menunjang proses 

pelayanan ada 65 buah personal komputer yang 
digunakan seperti dibagian informasi ada 2 komputer 

yang digunakan untuk 2 petugas. Prasarana yang 

digunakan sudah tercukupi dapat dilihat adanya TV 

LCD diruang informasi ada 5 buah yang digunakan 

untuk melihat persyaratan – persyaratan dan prosedur 

pelayanan. Di ruang tunggu tersedia 6 buah TV LCD 

yang letaknya sudah terjangkau oleh pandangan 

pemohon yang berada diruang tunggu tersebut. Untuk 

menunjang kegiatan diluar kantor tersedia 44 

kendaraan roda, 5 Mobil dinas selebihnya merupakan 

kendaraan roda dua. Kondisi dari fasilitas sarana dan 

prasarana yang ada di UPT Pelayanan Perizinan 
Terpadu semua masih dalam keadaan baik dan dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk prosedur 

pelayanan sudah jelas dengan adanya SOP (Standart 

Operasional Prosedur) yang didalamnya menyangkut 
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syarat – syarat untuk mengisi formulir pendaftaran 

sudah cukup jelas mencantumkan berkas – berkas atau 

surat rekomendasi yang dibutuhkan. Biaya pelayanan 

gratis, hanya perlu membayar retribusi untuk beberapa 

sektor yaitu misal sektor perindustrian dan 

perdagangan untuk Izin Reparatir / Izin Perbaikan Alat 

Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya membayar 

biaya penelitian sebesar 2.500/jam. Namun, untuk 
sektor ESDM didalam keterangan untuk retribusi 

belum ada atau belum diatur oleh undang – undang. 

Waktu penyelesaian untuk izin yang terkait investasi 

dilakukan 1 hari sampai dengan 17 hari kerja, untuk 1 

hari misal Izin Prinsip Penanaman Modal, 17 hari 

untuk izin pendirian rumah sakit. Meskipun ada 

keterlambatan biasanya ada pemberitahuan dari UPT 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan keterlambatan 

tersebut biasanya dikarenakan perlunya koordinasi 

dengan BKPM pusat terlebih dahulu. Mengenai jumlah 

personil di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu ada 
sebanyak 72 orang, yang terbagi dalam 15 jabatan. Di 

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu ada petugas Unit 

Reaksi Cepat dan Tim Teknis yaitu sebanyak 24 orang 

yang menangani izin di 17 sektor sebesar 177 

perizinan. Dengan melihat banyaknya perizinan yang 

ditangani, dapat dikatakan jumlah personil petugasnya 

masih kurang. Ada 11 sektor hanya ditempati masing – 

masing 1 personil, seperti di sektor Energi dan Sumber 

daya mineral ada 1 personil menangani 18 perizinan. 

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing – masing izin 

yang diterbitkan di Sektor Energi dan Sumber daya 
mineral ada sebesar 367, 705, dan 666 izin. Untuk 

perhubungan dan LLAJ dengan jumlah personil 

sebanyak 2 orang harus menangani 56 perizinan berarti 

masing – masing orang menangani 28 jenis perizinan. 

Dan Sektor kesehatan jumlah personilnya sebanyak 3 

orang menangani 26 perizinan, izin yang diterbitkan 

pada tahun 2010,2011 dan 2012 masing – masing 

sebanyak 20.360, 22.040, dan 19.338 izin. 

Dimensi reliability mengukur keahlian 

petugas dan kompetensi yang dimiliki, keseuaian 

keahlian dengan jabatan, kedisplinan staff, serta 

pelatihan dan pengembangan. Untuk keahlian petugas 
dan kompetensinya dilihat dulu dari jumlah personil 

yang bekerja di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu 

sebanyak 72 orang yang menempati 15 jabatan dengan 

pendidikan SLTA sebanyak 35 Orang atau sebesar 48, 

6 %, Diploma sebanyak 1 orang atau 1,4 %, S1 

sebanyak 28 orang atau 38,9 % dan S2 sebanyak 8 

orang atau sebesar 11, 1 % dari total keseluruhan. 

Kemudian Kompetensi dari personilnya, Rata – rata 

TIK sebesar 76,8 %, Bahasa asing sebesar 45 % dan 

kompetensi mengenai peraturan sebesar 66,1 %. 

Penempatan petugas atau staff tentang keahlian dan 
jabatannya sudah sesuai. Di UPT Pelayanan Perizinan 

Terpadu ada yang namanya Tim Teknis, Tim Teknis 

tersebut diambil dari SKPD – SKPD masing – masing 

sektor, jadi untuk Tim Teknis keahlian sudah sesuai 

dengan jabatan. Untuk personil lainnya ada yang 

namanya sistem rolling jadi petugas atau staff bisa 

ditempatkan dibagian – bagian jabatan lain misal 

bagian loket penyerahan berkas dipindahkan kebagian 

informasi dan sebaliknya. Itu yang dinamakan Job 

rotation, yaitu pemindahan pegawai kebagian yang 

berbeda – beda dan tugas yang berbeda – beda agar 

pegawai dapat lebih dinamis dan tidak monoton. 

Sistem rolling pegawai selain Tim Teknis periodenya 

tidak pasti, namun untuk Tim Teknis masing – masing 

SKPD penggantian pegawai yang ditempatkan di UPT 
Pelayanan Perizinan Terpadu waktunya berbeda – 

beda, misal Sektor ESDM dilakukan 6 bulan sekali, 

Sektor Pertanian 1 bulan sekali dengan jumlah personil 

tetap. Penempatan petugas atau staff dilihat dari 

pendidikan, untuk pendidikan S2 ada sebanyak 8 

orang, 4 orang diantaranya yaitu Kepala UPT 

Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Kepala 

Seksi Pelayanan Non Perizinan. Untuk Kepala UPT S1 

jurusan Ilmu Hukum, S2 jurusan Magister ilmu Sosial 

dan Magister Ilmu Hukum. Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha S1 mengambil Ekonomi Umum dan S2 

mengambil Manajemen Agribisnis. Kepala Seksi 

Pelayanan Perizinan S1 Ekonomi umum dan S2 

Manajemen Agribisnis. Kepala Seksi Pelayanan Non 

Perizinan S1 Pendidikan Teknis Mesin dan S2 Ilmu 

Administrasi. Dilihat dari data tersebut, masih ada 

penempatan jabatan yang belum sesuai dilihat dari 

pendidikan yang pernah ditempuh. Untuk kedisiplinan, 

Kedisiplinan dapat diartikan bilamana karyawan 

datang dan pulang tepat waktu, mengerjakan semua 

pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan 
perusahaan dan norma – norma sosial yang berlaku. 

Dilihat dari waktu datang dan pulang tepat waktu, 

disana menggunakan dua absensi yaitu manual dan 

menggunakan finger print, staff disana datang tidak 

lebih dari jam 07.00 karena pada jam tersebut sudah 

ada apel pagi, kedisiplinan tersebut dicontohkan 

langsung oleh para pimpinan. Jadi, untuk 

keterlambatan pegawai belum pernah ada, meskipun 

ada sanksi yang diberikan nantinya adalah mendapat 

potongan insentif sebesar 5 % untuk satu kali 

keterlambatan. Mengenai pelatihan dan pengembangan 

staff di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, program 
pengembangan petugas atau staff dilakukan melalui 

Coaching yaitu program berupa bimbingan yang 

diberikan atasan kepada bawahan mengenai berbagai 

hal yang berkaitan dengan pekerjaan, ada BIMTEK 

yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan 

dilakukan rutin 6 bulan sekali diikuti oleh keseluruhan 

personil yang ada di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu 

mulai dari atasan hingga petugas keamanan waktu 

pelaksanaan dilakukan 2 – 3 hari. BIMTEK khusus 

untuk Tim Teknis dari masing – masing SKPD, ada 

juga pelatihan pengamanan yang dilakukan oleh Satpol 
PP rutin dilaksanakan pada hari sabtu.. Job rotation, 

yaitu pemindahan staff kebagian yang berbeda – beda 

dan tugas yang berbeda – beda agar staff lebih dinamis 

dan tidak monoton, contoh pemindahan dari bagian 

informasi ke loket pendaftaran atau loket penyerahan, 

dan sebaliknya. Excecutive development programme, 

yaitu berupa program pengiriman manajer atau staff 
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untuk berpartisipasi dalam berbagai program – 

program khusus di luar perusahaan yang terkait dengan 

analisis kasus, simulasi atau metode pembelajaran 

lainnya, biasanya dilakukan oleh tim teknis bagian 

penanaman modal yang mengikuti pelatihan yang 

dilakukan di BKPM Pusat Jakarta yaitu staff bagian 

sistem SPIPISE. 

Dimensi Responsiveness menunjukkan hasil 

respon yang diberikan petugas dalam memberikan 

informasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan 
transparan. Mengenai proses pelayanan sudah 

dilakukan dengan cermat, tepat dan cepat. Cermat 

dapat dilihat melalui kecermatan dalam melihat 

persyaratan berkas – berkas yang diperlukan, lengkap 

atau tidak kekurangan persyaratan tersebut. Tepat dan 

Cepat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dan diatur dalam SOP. Dalam memberikan 

informasi, seperti di sektor penanaman modal, investor 

dapat melakukan diskusi langsung melalui bimbingan 

dan konsultasi gratis untuk memudahkan investor 

dalam memilih tempat sesuai kriteria yang diinginkan 
investor dengan melihat listrik, sarana transportasi dan 

lain – lainnya. Informasi tentang pelayanan di UPT 

Pelayanan Perizinan Terpadu juga dilakukan melalui 

media elektronik, seperti Televisi dan Radio. Melalui 

Media Televisi misal pernah disiarkan di Jtv dan 

SBOtv. Untuk melihat sejauh mana perkembangan 

status perizinan di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu 

dapat dilihat secara online melalui e-tracking. Respon 

mengenai keluhan, kritik dan saran sudah dilakukan 

dengan cukup baik ada prosedur pengaduan dan 

mekanisme penyelesaian yang jelas. Mekanisme alur 

penyelesaian pengaduan tersebut dibagi menjadi 4 
yaitu input dengan mengisi form pengaduan, proses 

yaitu menyeleksi laporan atau pengaduan yang 

dilanjutkan dengan proses pemeriksaan dengan 

mengklarifikasi secara tertulis, menginvestigasi 

lapangan, pemanggilan, dan melakukan mediasi, output 

yaitu memberikan rekomendasi atau saran, dan 

monitoring serta laporan yaitu memonitoring yang 

dilakukan oleh Administrator P2T atau Kepala SKPD, 

setelah selesei dikembalikan ke masyarakat. Pemohon 

dapat melakukan pengaduan Melalui SMS dapat 

mengirim ke SMS Cnter : 081 857 3333, Touchscreen 
IKM, Blanko Kritik dan Saran, serta melalui Email : 

info@p2t.jatimprov.go.id. Untuk Formulir pengaduan 

langsung dibagi menjadi dua formulir yaitu kesehatan 

dan non kesehatan. Hasil Keluhan kritik dan Saran 

kebanyakan tentang fasilitas sarana dan prasarana yang 

kurang dan perlu dilengkapi misal dalam menyediakan 

tempat fotocopy dan tempat penyediaan ATK. 

Kemudian keluhan yang lain karena menunggu terlalu 

lama untuk loket pengambilan. Waktu penyelesaian 

keluhan kritik dan saran tersebut dibahas dalam 

evaluasi rutin yang dilakukan 3 atau 4 bulan sekali, 

untuk konfirmasi dalam menanggapi keluhan, kritik 
dan saran tersebut hasilnya akan diberikan kepada 

pemohon melalui telfon langsung ke pemohon. 

Dimensi Assurance menunjukkan adanya 

jaminan ketepatan waktu, jaminan biaya melalui SOP 

(Standart Operasional Prosedur) yang telah diatur dan 

dibuat. Untuk jaminan waktu, waktu penyelesaian 

untuk izin yang terkait investasi dilakukan 1 hari 

sampai dengan 17 hari kerja, untuk 1 hari misal Izin 

Prinsip Penanaman Modal, 17 hari untuk misal untuk  

sektor ESDM  dan sektor kesehatan yaitu pendirian 

Rumah Sakit. Meskipun ada keterlambatan biasanya 

ada pemberitahuan dari UPT Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan keterlambatan tersebut biasanya 

dikarenakan perlunya koordinasi dengan BKPM pusat 
terlebih dahulu. Biaya pelayanan gratis, hanya perlu 

membayar retribusi untuk beberapa sektor yaitu misal 

sektor perindustrian dan perdagangan untuk Izin 

Reparatir / Izin Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang 

dan perlengkapannya membayar biaya penelitian 

sebesar 2.500/jam. Namun, Untuk sektor ESDM 

didalam keterangan untuk retribusi belum ada atau 

belum diatur oleh undang – undang. Retribusi tersebut 

dapat dibayar langsung melalui Bank Jatim yang ada di 

dalam kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu. 

Mengenai jaminan kenyaman dan keamanan 
lingkungan juga sudah dilakukan dengan adanya 

CCTV di 16 titik, serta penjagaan oleh Satpol PP 

selama 24 jam dibagi dua pukul 07.00 – 19.00 WIB 

dan pukul 19.00 – 07.00 WIB Satpol PP nya satu regu 

ada lima orang dan ada tiga Regu. Dengan 

kenyamanan 50 AC yang ditempatkan diruangan – 

ruangan yang ada, kemudian adanya Wifi, kursi tunggu 

yang banyak, disediakan TV LCD sebanyak 5 buah di 

ruang informasi dan 6 buah di ruang tunggu pelayanan, 

dan ada juga café investasi. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kenyamanan dan keamanan lingkungan sudah 

cukup terjamin. 
Dimensi Empathy menunjukkan petugas dan 

staff sudah memberikan sikap sopan, santun dan ramah 

dengan mengutakan 3S yaitu Senyum, Sapa dan Salam. 

Misalkan, sikap tersebut dapat dilihat dari awal 

pemohon izin datang. Pemohon izin diterima oleh 

petugas paling depan yaitu Satpol PP kemudian 

dibantu mengambilkan antrian nomor. Untuk bagian 

Informasi dan Loket Pendaftaran maupun penyerahan 

berkas sudah bersikap ramah, dan sabar terlihat apabila 

ada pemohon yang berkasnya kurang, mereka 

memaksa kepada petugas untuk memberikan izin, 
petugas dan staff memberikan pengertian dengan sabar. 

Namun, belum ada kompensasi yang dijanjikan untuk 

pemohon apabila petugas tidak melakukan 3S tersebut, 

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu hanya melakukan 

evaluasi rutin yang dilakukan 3 / 4 bulan sekali. Sikap 

saling menghargai yang baik dengan tidak 

ditemukannya tindak diskriminatif dalam 

pelayanannya. Dengan adanya pengambilan nomor 

antrian dapat dilihat bahwa semua pelayanan dilakukan 

secara antri sesuai nomor yang diambil. Menurut Staff, 

meskipun pihak keluarga dari Kepala UPT Pelayanan 

Perizinan Terpadu yang melakukan permohonan izin, 
Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu menegaskan 

mewajibkan pelayanan dilakukan sesuai nomor antrian. 

Dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

kaitan perbaikan kualitas pelayanan perizinan dengan 

mailto:info@p2t.jatimprov.go.id
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peningkatan nilai investasi. Kualitas pelayanan 

perizinan yang baik dengan biaya gratis, syarat – syarat 

yang mudah, waktu yang jelas, pelayanan yang ramah, 

sopan dan santun serta adanya pihak UPT Pelayanan 

Perizinan Terpadu yang membuka kesempatan bagi 

investor untuk berkonsultasi masalah tempat, listrik 

maupun sarana lain yang menunjang bagi investasinya. 

Dari Hasil Penelitian yang telah dilakukan, 
menemukan bahwa dengan melihat kualitas pelayanan 

perizinan investasi yang bagus, peningkatan investasi 

di wilayah Jawa Timur yang melalui UPT Pelayanan 

Perizinan Terpadu memang meningkat setiap tahunnya, 

sektor yang terkait investasi ada lima sektor yaitu 

Sektor penanaman modal, sektor kesehatan, sektor 

kehutanan, dan sektor perindustrian dan perdagangan. 

Untuk sektor penanaman modal saja tahun 2010 

sebesar Rp 2, 833,541,217,390 tahun 2011 sebesar Rp 

17,689,459,167,130.40, tahun 2012 sebesar Rp 23, 

173, 044,992,040, tahun 2013 per 6 september sebesar 
Rp 14,321,528,513,981. Untuk keseluruhan jumlah 

investasi yang masuk dari tahun 2010 mencapai Rp 

5,558,615,016,000 kemudian tahun 2011 meningkat 

empat kali lipat menjadi Rp 20,529,335,849,253.40, 

tahun 2012 mencapai Rp 25,550,678,063,150 naik 

sekitar 25 % dari tahun lalu, dan tahun 2013 sampai 

tanggal 6 september nilai investasinya mencapai Rp 

15,837,318,369,970. Dilihat juga dari hasil 

Perkembangan Proyek PMDN dan PMA di Jawa 

Timur tahun 2006 s/d Desember 2011. Dapat dilihat 

perkembangan PMDN dan PMA pada tahun 2006 
masing – masing ada 31 dan 81 proyek, setiap tahun 

meningkat. Hingga pada tahun 2010 yaitu tepat pada 

waktu berdirinya UPT Pelayanan Perizinan Terpadu 

jumlah proyek meningkat dari 36 menjadi 88 untuk 

PMDN sedangkan untuk PMA jumlah proyeknya 

meningkat dari 96 menjadi 114, pada 2011 meningkat 

lagi menjadi 174 proyek. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan 

yang telah disajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perizinan 
investasi di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) 

sudah cukup baik dengan adanya SOP yang 

didalamnya terdapat kejelasan syarat, waktu dan biaya 

dapat memudahkan pemohon izin. Dengan Pelayanan 

yang cukup baik tersebut dapat dilihat nilai investasi 

yang masuk di Provinsi Jawa Timur juga meningkat. 

Jadi ada keterkaitan kualitas pelayanan perizinan 

dengan nilai investasi yang masuk. 
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